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ABSTRAK

Riska (10121335). Aspek Hukum Perdata dalam Penanganan Warisan bagi Ahli
Waris Dengan Gangguan Mental di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali
Mandar. Dibimbing oleh Ika Novitasari,S.H.,M.H. selaku pembimbing | dan
Sulaeman,S.H.,M.H. selaku pembimbing 11

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap
waris yang di terapkan di Desa Rappang Barat Kabupaten Polewali Mandar.
Permasalahan tersebut penting dikaji mengingat keberadaan ahli waris dengan
kondisi mental tertentu seringkali menimbulkan kendala dalam pembagian

warisan, baik dari segi hukum maupun praktik sosial masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah Socio-legal dengan pendekatan yuridis
normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur terkait, kemudian di
perkuat dengan wawancara bersama aparat desa, keluarga, dan masyarakat

setempat.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli
waris dengan gangguan mental masih bersifat terbatas, karena praktik pembagian
warisan lebih banyak dilakukan secara musyawarah keluarga. Penentuan hak
waris bagi ahli waris dengan gangguan mental tetap diakui, namun
pelaksanaannya sering bergantung pada kebijakan keluarga dan tokoh masyarakat.
Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman hukum waris perdata agar

hak-hak penyandang disabilitas mental dapat terlindungi secara optimal.

Kata kunci : Ahli Waris, Gangguan Mental, Hukum Perdata, Perlindungan

Hukum, Warisan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Warisan merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai ahli waris
setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konteks hukum perdata, pengaturan
mengenai pembagian warisan diatur secara jelas dalam kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bertujuan untuk memastikan hak-hak ahli
waris terjaga dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku®. Namun,
dalam praktiknya, sering muncul permasalahan ketika ahli waris mengalami
gangguan mental dan menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami,
mengelola, atau menggunakan hak-haknya secara mandiri2. Namun, dalam
konteks tersebut, distribusi warisan tidak hanya menjamin persoalan pembagian
aset tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi pihak yang secara mental
tidak cakap hukum?. Oleh karena itu, pelaksanaan hak waris bagi individu dengan
gangguan mental membutuhkan perhatian hukum khusus dan pendekatan yuridis
yang sesuai.

Gangguan mental adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang
dalam memahami, berpikir, dan membuat keputusan secara tepat. Ahli waris yang

mengalami gangguan mental berada dalam posisi yang rentang karena ketidak

! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), Buku Il Tentang Benda

2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

% Gari, N.W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris Yang Mengalami Gangguan
Kejiwaan dalam pembagia warisan menurut Hukum Perdata. Jurnal llmiah Hukum dan
Keadialan, Vol. 8 (1)



mampuan mereka untuk mengelola hak-haknya secara mandiri. Menurut World
Health Organization (WHO), gangguan mental dapat berdampak serius pada
fungsi sosial dan ekonomi seseorang, termasuk dalam hal pengelolaan aset atau
harta warisan. Dalam kondisi ini, individu dengan gangguan mental memerlukan
perlindungan hukum yang memadai, baik dalam bentuk penanganan wali atau

kurator, untuk memastikan hak-haknya terjaga.*

Di Indonesia, meskipun KUHPerdata telah mengatur mekanisme umum
tentang warisan, mengaturan khusus terkait ahli waris dengan gangguan mental
masih terbatas. Ketentuan tentang mengangkatan wali atau kurator memang diatur
dalam pasal 433-462 KUHPerdata, tetapi dalam praktiknya, pengawasan terhadap
pelaksanaan peran wali atau kurator seringkali kurang memadai.

Hal ini membuka potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak
yang di tunjuk untuk mengelola hak-hak ahli waris yang tidak mampu secara
mental. Dalam beberapa kasus, wali atau kurator justru berperan lebih besar untuk
kepentingan pribadinya dibandingkan dengan melindungi hak-hak ahli waris
tersebut.

Ahli waris dengan gangguan mental sering kali mengalami mengabaikan atau
bahkan dikesampingkan dalam pembagian warisan. Kondisi ini tidak hanya
terjadi karena kurangnya regulasi yang jelas, tetapi juga akibat minimnya

pemahaman masyarakat mengenai hak-hak orang dengan disabilitas mental.

4 Word Health Organization. (2019). Mental Health : Strengthening Our Response. Gevena:WHO.
Diakses dari https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-
response. Di Akses pada tanggal 24 oktober 2025 pada jam 20:21-21-02 Wita



https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

Dalam banyak kasus, individu yang tidak mampu secara mental sering kali di
anggap tidak pantas atau tidak layak untuk mendapatkan warisan, meskipun
secara hukum mereka memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya. Dalam
konteks ini, perlindungan hukum yang lebih kuat dan terperinci sangat di perlukan
untuk memastikan hak-hak mereka tidak terabaikan.

Menurut laporan dari kementerian Kesehatan RI, prevalensi gangguan mental
di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan gangguan mental berat
seperti skizofrenia mencapai lebih dari 400 ribu kasus pada tahun 2021. Data ini
menunjukkan bahwa jumlah orang yang membutuhkan perlindungan hukum
dalam konteks warisan terus meningkat seiring dengan meningkatnya prevalensi
gangguan mental. Namun, hingga saat ini, masih sedikit kajian yang membahas
secara komperensif tentang perlindungan hukum bagi ahli waris dengan gangguan
mental, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan
tersebut.®

Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam perlindungan
hukum bagi individu dengan gangguan mental, terutama dalam hak penerimaan
hak waris. Di Indonesia, Undang-undang yang ada lebih banyak berfokus pada
mengaturan umum mengenai warisan, tanpa memberikan perhatian khusus
terhadap kondisi-kondisi unik seperti ahli waris dengan gangguan mental. Hal ini
dapat menyebabkan kelompok rentang ini tidak mendapatkan haknya secara adil

atau bahkan terabaikan.

5> kementerian Kesehatan Rebublik Indonesia (Kemenses).(2021) Laporan Kesehatan Mental
Nasional. Jakarta:Kemenses RI



Selain itu, sigma sosial yang masih kuat terhadap individu dengan gangguan
mental juga berkontribusi terhadap marginalisasi mereka dalam aspek hukum,
termasuk dalam pembagian warisan. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai
hak-hak mereka sering kali memperburuk situasi, di mana keputusan untuk tidak
memberikan hak waris sepenuhnya kepada individu dengan gangguan mental di
anggap sebagai tindakan yang benar atau wajar.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah menerapkan regulasi
khusus untuk melindungi hak-hak kelompok rentang seperti ini. Misalnya, di
negara-negara maju, perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan
mental lebih di atur secara spesifik, termasuk pengawasan yang ketat dalam
pengelolaan aset yang mereka warisi. Sementara Indonesia masih berada pada
tahap awal dalam memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini.

Selain itu, dalam berbagai literatur hukum perdata, ahli waris yang memiliki
gangguan mental seringkali di golongkan sebagai ‘“subyek hukum yang tidak
cakap” atau berada di bawah perwalian berdasarkan ketentuan pasal 433 kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersenut di jelaskan
bahwa orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena kondisi
fisik atau mental harus di tempatkan di bawah pengawasan perwalian demi
melindungi kepentingannya. Namun, implementasi dari pasal ini sering kali tidak
memadai, karena banyak ahli waris dengan gangguan mental yang tetap
mengalami diskriminasi dalam proses pembagian warisan. Ini menimbulkan
kesenjangan hukum yang perlu di atasi agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi

manusia dalam proses pewarisan.®



Dalam konteks perlindungan Hak Asasi manusia, United Nations Convention
on the Rights of Persons whiht Disabilities (UNCRPD), yang juga diratifikasi
Indonesia melalui undang-undang No0.19 Tahun 2011,menegaskan bahwa setia
individu, termasuk mereka yang memiliki gangguan mental berhak untuk
memiliki dan mengelola propesti serta mewarisinya, tanpa adanya Diskriminasi.
Hal ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya sistem hukum perdata di Indonesia
memperhatikan aspek ini dengan lebih serius.’

Penelitian ini juga relevan mengingat peningkatan jumlah kasus gangguan
mental yang di laporkan di Indonesia setiap tahunnya. World Health Organization
(WHO) mencatat bahwa prevelensi gangguan mental di Indonesia mengalami
peningkatan sebesar 7,1% pada tahun 2021, yang di antaranya termasuk gangguan
skizoprenia dan bipolar. Kondisi ini tentu memperkuat urgensi untuk memastikan
perlindungan hukum yang lebih baik bagi ahli waris dengan gangguan mental.

Penelitian ini juga sejalan dengan Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang
penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa setia individu dengan gangguan
mental memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini termasuk hak mereka
untuk mewarisi dan mengelola harta warisan tanpa Deskriminasi.®

Hak ini semakin penting dengan adanya adanya data dari kementerian
kesehatan Rl yang mencatat peningkatan Prevelensi gangguan mental berat di

Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, lebih dari 7% penduduk

" United Nationts Conventions on the Rights of Persons whith Disabilities (UNCRPD),2006
8 Undang-undang No.16 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



Indonesia mengalami gangguan mental, termasuk skizofrenia dan bipolar, yang
dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk terlibat secara lansung dalam
urusan hukum dan pengelolaan harta warisan mereka.®

Kecalapan hukum atau ahliyah dalam hukum Islam menentukan kemampuan
seseorang untuk menerima hak dan melakukan perbuatan hukum. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Qurrota A’yuni Hermawan, ahli waris
yang mengalami gangguan mental tetap memiliki hak untuk menerima warisan.
Namun, karena keterbatasan kecakapan hukum, mereka memerlukan perwalian
atau pengampuan dalam pengelolaan harta warisan tersenut. Hal ini bertujuan
untuk melindungi kepentingan ahli waris dan memastikan harta warisan
digunakan sesuai dengan kebutuhan.®

Menurut pasal 433 KUHPerdata, seseorang yang di nyatakan berada di
dalam pengampuan (Curatele) kehilangan kapasitas hukumnya untuk mengurus
harta benda, dan seseorang wali di tunjuk untuk mewakilinya. Hal ini
menimbulkan tantangan hukum terkait perlindungan harta dan hak waris bagi
individu yang memiliki gangguan mental, yang mana pentingnya pengaturan
hukum vyang inklusif, adil, dan non-Diskriminatif semakin mendesak.
Ketidakmampuan individu dengan gangguan mental dalam menjalankan hak-hak
perdata mereka dapat memicu ketimpangan akses terhadap keadilan dan

pelanggaran hak asasi manusia.*

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021

10 Salsabila, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris dengan Gangguan Mental Dalam
Menjual Harta Warisan ( Studi Penetapan No. 0036/Pdt.p/2021/PA.Krs) Jurnal Hukum dan
Hukum Islam Vol. 2 No.1 (2024)

11 KUHPerdata Pasal 433



Selain itu, Yurisprudensi dari Mahkama Agung, seperti Putusan No. 2049 K/
PDT/2009, menunjukkan bahwa pengadilan masih sangat bergantung pada
intrepretasi Pengaturan Pengampuan tanpa adanya peraturan yang lebih terperinci
dan spesifik terkait mekanisme pengelolaan harta warisan bagi ahli waris dengan
gangguan mental. Putusan ini memperkuat pentingnya perlindungan hukum bagi
kelompok rentang, namun jumlah preseden serupa masih sangat terbatas.*?

Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan dengan lancar,
tertama ketika salah satu ahli waris memiliki gangguan mental. Salah satu kasus
yang mencerminkan permasalahan ini terjadi di Desa Rappang Barat Kecamatan
Mapilli Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024, Dimana seseorang individu
dengan gangguan mental tidak mendapatkan bagian warisannya karena dianggap
tidak mampu mengelola harta. Padahal secara hukum, tidak ada aturan yang
secara Eksplist melarang seseorang dengan gangguan mental untuk menerima
warisan.

Kasus ini mencerminkan adanya celah dalam perlindungan hukum bagi ahli
waris dengan kondisi khusus. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme
pengelolaan harta bagi individu dengan gangguan mental sering kali
menyebabkan hak mereka terabaikan. Di sisi lain, peran pengadilan dalam
menyelesaikan sengketa waris menjadi krusial untuk memastikan keadilan bagi

semua pihak.

12 putusan Mahkama Agung No. 2049k/Pdt/ 2009



Permasalahan ini juga menjadi perhatian di tingkat nasional, yang terlihat dari
putusan Mahkama konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut,
mahkama menguji konstitusionalitas Pasal 433 KUHperdata yang selama ini
menjadi dasar hukum Pengampuan terhadap orang yang dengan gangguan mental.
Mahkama menilai bahwa penggunaan istilah seperti “Dungu”, “Sakit Otak™, atau
“Mata Gelap” sudah tidak relevan dengan pendekatan hukum modern yang
mengedepankan kehormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Oleh karena
itu, mahkama menyatakan bahwa pengampuan terhadap orang dengan disabilitas
mental dan/atau intelektual tidak boleh bersifat wajib, melainkan harus didasarkan
pada pertimbangan medis yang yuridis secara individual.*®

Putsan ini memberikan arah baru dalam perlindungan hak-hak penyandamg
disabilitas, termasuk dalam hal pengelolaan dan penerimaan hak waris. Dengan
adanya putusan tersebut, maka pengadilan tidak lagi secara otomatis mewajibkan
pengampuan terhadap ahli waris dengan gangguan mental, tetapi
mempertimbangkan kondisi dan kapasitas hukum yang orang tersebut secara lebih
adil dan manusiawi. Hal ini menegaskan bahwa isu warisan bagi penyandang
disabilitas mental juga merupakan bagian dari agenda pembaruan hukum nasional.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka persoalan pokok yang menjadi
kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Aspek Hukum Perdata Dalam

Penanganan Warisan Bagi Ahli Waris Dengan Gangguan Mental. Sehingga dapat

13 Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang konstitusionalitas pasal 433
KUHperdata, di akses dari www.mkri.id. Pada hari sabtu tanggal 14 juni 2025, jam 20:35


http://www.mkri.id/

di rumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan
gangguan mental di desa Rappang Barat Kabupatren Polewali Mandar.?

2. Bagaimana penentuan hak ahli waris dengan gangguan mental di desa
Rappang Barat kabupaten Polewali Mandar.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris
dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali
Mandar.

2. Untuk mengkaji penentuan hak ahli waris yang mengalami gangguan

mental di Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis. Adapun manfaat yang di harapkan adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan Kkontribusi bagi
pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum waris
terkait dengan perlindungan hukum bagi ahli waris dengan gangguan mental.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kajian tentang

hak-hak individu dengan gangguan mental dalam hukum waris, serta



memberikan masukan bagi pengembangan teori hukum terkait mekanisme
perlindungan yang lebih baik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan meningkatkan
pemahaman tentang prosedur hukum waris bagi ahl waris dengan
gangguan mental, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan
rekomendasi kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan
demikian, penelitian ini dapat membantu memastikan perlakuan yang
adil dan dapat membantu memastikan perlakuan yang adil dan tepat bagi
ahli waris dengan gangguan mental di Desa Rappang Barat Kabupaten

Polewali Mandar.

10



BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perlindungan hukum
terhadap ahli waris yang mengalami gangguan mental di Desa Rappang Barat,
Kabupaten Polewali Mandar, dapat di simpulkan Bahwa beberapa hal penting
sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dengan gangguan mental di
Desa Rappang Barat, Kabupaten Polewali Mandar belum berjalan secara
optimal. Meskipun secara normatif sistem hukum di Indonesia telah
memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk hak
atas warisan, dalam praktiknya individu yang mengalami gangguan mental
masih mengalami hambatan serius dalam memperoleh hak tersebut. kasus yang
di temukan di lapangan bahwa Pak Salam, seorang anak tunggal yang
mengalami gangguan mental, tidak memperoleh bagian warisan dari
peninggalan orang tuanya. Harta berupa tanah di kuasai oleh keluarga tanpa
prosedur hukum yang sah. Proses pembagian warisan dilakukan sepihak oleh
keluarga besar tanpa keterlibatan aparat desa dan tanpa adanya penetapan dari
pengadilan terkait kondisi kecakapan hukum pak Salam.

2. penentuan hak ahli waris dengan gangguan mental di desa Rappang Barat
Kabupaten Polewali Mandar pada praktiknya belum dilaksanakan secara
proporsional. Meskipun hukum menjamin bahwa setiap ahli waris memiliki

hak yang sama, pembagian warisan masih didominasi oleh mekanisme

61



musyawarah keluarga yang sering kali menempatkan ahli waris dengan
gangguan mental dalam posisi pasif. Hal ini menyebabkan hak mereka tidak
sepenuhnya terakomodasi sebagaimana ketentuan hukum perdata maupun
Udang-undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan
demikian, diperlukan penguatan peran hukum dan pengawasan agar hak ahli
waris dengan gangguan mental dapat terpenuhi dengan benar-benar adil.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah desa dan aparat setempat

disarankan untuk meningkatkan keterlibatan dalam proses pewarisan,

khususnya jika diketahui terdapat ahli waris dengan kondisi gangguan mental.
Pemerintah desa sebaiknya tidak bersikap pasif, melainkan aktif memberikan
edukasi hukum kepada warga mengenai pentingnya perlindungan hak
penyandang disabilitas, serta mendorong menyelesaikan persoalan pewarisan
sesuai ketentuan hukum.

2. Kepada keluarga atau ahli waris lain

penting untuk memahami bahwa kondisi mental seseorang tidak

menghapuskan hak hukum mereka atas warisan. Jika dianggap tidak cakap,
maka seharusnya dilakukan proses hukum berupa penetapan tidak cakap dan
pengangkatan wali berdasarkan keputusan pengadilan. Mengabaikan hak waris
dengan alasan “perlindungan” tanpa dasar hukum justru dapat menjadi bentuk

pelanggaran hak asasi dan diskriminasi.
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3. Kepada masyarakat umum
perlu adanya perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran bahwa
penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam hukum. Masyarakat
harus memulai meninggalkan anggapan bahwa ODGJ tidak layak menerima
atau mengelola harta, dan mulai melihat bahwa bahwa keadilan hukum harus
mencakup semua warga negara, termasuk mereka yang berada dalam kondisi
mental yang berbeda.
4. Untuk Akademisi dan Peneliti Hukum
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan
supported desicion-making (pendampingan pengambilan keputusan) sebagai
alternatif dari sistem pengampuan penuh. Penelitian mendatang juga perlu
mengeksplorasi bagaimana interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan

hukum perdata dalam konsteks pewarisan peyandang disabilitas mental.
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